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ABSTRAK  : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyesuaian struktur 
Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Pacitan dan perlu menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang 
Struktur Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : 

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 271); Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun  2010 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun  2014 
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 
Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 789); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang 
Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat 



Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 
tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  (PPID)  Pada Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 08/HK.04.02-
Kpt/3501/KPU.Kab/IV/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Pejabat 
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  (PPID)  Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Pacitan.. 

 

 Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 14/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-

Kab/VIII/2021 diatur tentang : 

 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan 
Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/Hk.04.2-
Kpt/Kpu.Kab/X/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  (PPID)  Pada 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan. 

 

CATATAN  : - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Juni 2021. 
- Lampiran 3 halaman 


